
BUPATI SUMBA BARAT 
ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATT SUMBA BARAT 

NOMOR .6.. TAHUN 2023 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SUMBA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBA BARAT, 

Menim bang bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi 

Mengingat 

pemerintahan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil 

guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien 

dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan u pati 

tentang Indikator Kinerja Utama di Lingungan Pemerintah 

Kabupaten Sum ba Barat. 

• Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655l; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan peraturan perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I I 

Nomor 82, Tambahan Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diu bah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20II 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kahi, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hu bungan 

Keuangan antara P'emerintah Pusat dan emerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757), 

S. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daera.h (Lem baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nonor 114,Tambahan Lem bar an 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 72 

Tahun 2019 (Lem baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tam bahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparafur 

Negara Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instasi Pemerintah; 

7 peraturan Menteri Negara endayagunaan Aparatr 

Negara Nomor PER/20/M PAN/11/2008 tentang 

Menetapkan 

Pedoman Penyusunan [ndikator Kinerja Utama, 

8. Peraturan Daerah Kabu paten Sumba Barat Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Rencana Pernbangunan Jang.a 

Menengah Daerah Kabupaten Sum ba Barat Tahun 

2021-2026 (Lem baran Daerah Kabupaten Sum ba Barat 

Tahun 202I Nomor 4 ,  T a m b a h a n  Lembaran 

Daerah Kabupaten Sum ba Barat Tahun 2021 Nomor 

0081); 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 

UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

SUMBA BARAT 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal L 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

Kabu paten adalah Kabu paten Sumba Barat 

2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sum ba 
Barat. 

3 Bupati adalah Bupati Sum ba Barat. 

4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daera.h 

ka bu paten 

5 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu I (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

6 Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

7 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

egatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi aggara 

sebagan atau seluruhnya dari APBN dan atau APB3D. 

8 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa satuan kerja sebagai bagan dari pencapean 

sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kom binasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

terse but. 

9 Keluaran (output) adalah barang atau jasea yang dihasilkasn oleh 

egiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 

strategis dan tujuan program dan kebijakan. 

10Hasil (outcome] adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsnya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program 

mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 



I.Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator yang 

selanjutnya disingkat [KU adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Sum ba 

Barat dan SKPDJ. 

BAB II 

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pa sal 2 

[KU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan 

oleh Pererintah Kabu paten dan Perangkat Daerah untuk menyusun: 

a rencana kerja tahunan; 

b. rencana kerja dan anggaran; 

c. dokumen perjanjian kinerja; 

d. pengukuran kinerja; 

e. laporan akuntabilitas inerja, 

f evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan 

g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan 
kegiatan. 

Pa sal 33 

[KU di lingungan Pemerintah Kabu paten sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan in. 

Pa sal 4 

Penyusunan laporan akintabilitas kinerja dan evaluasi terhadap 

pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap kepala pp dan disamn paikan 

kepada Bu pati 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan ini ; 

a. Badan Perencanaan Perm bangunan Daerah Kabupaten dan Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabu paten melakukan review dan 

evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah 

Ka bu paten; 

b. Inspektorat Kabu paten melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU 

setiap PD dalam rangka memberikan keyakinan terhadap keandalan 

informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjl. 



BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sumba Barat. 

Ditetapkan di Waikabubak. 

Pada tanggal, 0 Pebn»arr 2053 

BUPATI $OMX BARAMT, 

YOHANIS DADE 

Diundangkan di Waikabuba.. 

Pada tanggal, g Pebntar! 0% 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT 

YERMIA NDAPA DODA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR.. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

S E. JAHA, SH 
Pembina Tk. I -- IV/b 

NIP .  19690824 200312 1 006 
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